
 
PEMERINTAH KOTA BOGOR 

Nomor SOP  200/03-IKP/2024 

Tanggal Pembuatan  01 Agustus 2024 

Tanggal Revisi  

Tanggal Efektif   

Di Sahkan oleh  
 

Kepala DISKOMINFO 
 

 
 

RAHMAT HIDAYAT S.Sos, MM 
NIP. 197408181993031001 

Nama/ Judul SOP SOP UJI KOSEKUENSI INFORMASI PUBLIK  

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR   

 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik  

1. Memahami Tentang Uji Kosekuensi Informasi Publik 
2. Memahami Tentang Pelayanan Informasi Publik 

 PERALATAN/PERLENGKAPAN 

Keterkaitan  
SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik  

1. Dokumen Informasi yang dikecualikan  
2. Soft Copy Daftar Informasi yang di kecualikan 
3. Perangkat Keras (Hardware): Laptop, Printer, Pulpen, 

dan cap 
4. Logo Dinas Komunikasi Informatika Kota Bogor 

PERINGKAT  PENCATATAN & PENDATAAN  

1. SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, 
maka kegiatan ini tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh instansi  

Dokumen daftar Informasi yang dikecualikan 

DILARANG MEYEBARKAN, MEMPERBANYAK ATAU MENGAMBIL ISI DARI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TANPA IZIN DARI PEMERINTAH DINAS 

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR 

 



SOP Uji Konsukensi Kota Bogor 

No  Uraian   

Pelaksana Mutu Baku 

Keterangan  
PPID Pelaksana  PPID  

TIM 
PERTIMBANGAN  

Kelengkapan  Waktu Output 

1 

Mengumpulkan informasi 
dan dokumentasi publik 
yang dikuasai oleh PPID 
Pembantu 

 

 

 
Daftar Informasi 
Publik 

Bisa 
Berubah 

Daftar Informasi 
Publik 

 

2 
 

Melakukan kajian atas 
informasi/dokumen yang 
tidak termasuk dalam DIP 
dengan melibatkan Tim 
Pertimbangan Pelayanan 
Informasi. 

 

  

UU KIP 14 Tahun 
2008 dan PERKI 1 
Tahun 2010 

Bisa 
Berubah 

Draft Kajian 
Informasi yang 
tidak termasuk 
dalam DIP 

 

3 

Mengklasifikasikan informasi 
yang dikecualikan 
berdasarkan jangka waktu 
penyesuaian informasi dan 
mengubah informasi yang 
dikecualikan jika telah habis 
jangka waktu 
pengecualiannya 

 
  

Lembar 
Pertimbangan Uji 
Konsekuensi 

Bisa 
Berubah 

Draf Daftar 
Informasi yang 
dikecualikan; 
Daftar Informasi 
Publik 

 

4 

PPID Utama bersama Tim 
Pertimbangan membuat 
draft Daftar Informasi yang 
Dikecualikan yang akan 
diajukan kepada Atasan PPID 

 

 

 
Lembar 
Pertimbangan Uji 
Konsekuens 

Bisa 
Berubah 

Draft Daftar 
Informasi yang 
Dikecualikan 

 

5 

PPID Utama mengajukan 
draft Daftar Informasi yang 
Dikecualikan 
 
 
 
 
 

   
Draft Informasi 
yang Dikecualikan 

Bisa 
Berubah 

Daftar Daftar 
Informasi yang 
Dikecualikan 

 

 

mulai 



 

 


